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N a m a : Yudiatno Bahralipi
N i m : 10600106073
Judul : Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto.
Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah
karena ini merupakan dasar dari pembangunan nasional. Skripsi ini adalah studi
tentang Peranan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto. Dimana Pokok permasalahan utama
adalah bagaimanakah proses perumusan kebijakan dan program pada Badan
perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, faktor-faktor
apakah yang menjadi penghambat dalam perwujudan rencana pembangunan desa
dan Bagaimanakah Upaya-upaya Bappeda dalam Pembanguan Desa di Kabupaten
Jeneponto
Jenis penelitian yang dilakukan  menggunakan penelitian deskriptif
(descriptive research). Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan
atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian
dilakukan. pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis
dengan menggunakan analisis kualitatif.
Secara keseluruhan peranan Bappeda dalam pembangunan desa di
Kabupaten Jeneponto telah berjalan seseuai dengan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor No 25 tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). adapun
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa adalah Alokasi anggaran
dan sumber daya manusia, adapun upaya yang dilakukan Bappeda dalam
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto adalah dalam bentuk Partisipasi
Bappeda dalam Sosialisasi Musrembang dan Pengawasan hasil Musrembang
tingkat desa.
Dengan demikian disarankan hendaknya pemerintah daerah dituntut untuk
lebih serius dalam meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya sektor pajak
dan melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses perencanaan pembangunan
untuk mencapai efektifnya pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto.
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N i m : 10600106073
Judul : Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto.
Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah
karena ini merupakan dasar dari pembangunan nasional. Skripsi ini adalah studi
tentang Peranan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto. Dimana pokok permasalahan utama
adalah bagaimanakah proses perumusan kebijakan dan program pada Badan
perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, faktor-faktor
apakah yang menjadi penghambat dalam perwujudan rencana pembangunan desa
dan bagaimanakah upaya-upaya Bappeda dalam pembanguan desa di Kabupaten
Jeneponto
Jenis penelitian yang dilakukan  menggunakan penelitian deskriptif
(descriptive research). Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan.
pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Secara keseluruhan peranan Bappeda dalam pembangunan desa di
Kabupaten Jeneponto telah berjalan seseuai dengan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor No 25 tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). adapun Faktor-
faktor yang mempengaruhi pembangunan desa adalah alokasi anggaran dan sumber
daya manusia, adapun upaya yang dilakukan Bappeda dalam pembangunan desa di
Kabupaten Jeneponto adalah dalam bentuk partisipasi Bappeda dalam sosialisasi
Musrembang dan pengawasan hasil Musrembang tingkat desa.
Dengan demikian disarankan hendaknya pemerintah daerah dituntut untuk
lebih serius dalam meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya sektor pajak dan
melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses perencanaan pembangunan untuk





Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas
tuntutan masyarakat. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan penerapan
konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara
vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu
pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap
dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa
implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai
dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam
kegiatan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan dan pelayanan publik
menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses
demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.
Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun
2004, Kebijakan ini merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang
sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain
penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal, moneter, dan
kewenangan bidang lain). serta perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan
keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik
2diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan
untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Namun kebijakan tersebut belum dapat berjalan secara optimal, khususnya
mengenai perencanaan di daerah. Mengingat kewenangan daerah dalam
mengelolah kebijakan publik semakin besar, Maka pemerintah daerah memerlukan
lembaga yang kuat dan berkualitas dalam rangka menyusun seluruh program
pembangunan di daerah.
Kemudian rumusan tentang perencanaan pembangunan yang merupakan
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh
Badan perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya disemua
tingkatan1. Hal-hal pokok yang menjiwai lahirnya kebijakan ini adalah
demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-
nilai keanekaragaman daerah. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini
dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik
dalam sebuah skema perencanaan pembangunan dengan segala prinsip dasarnya
guna mewujudkan otonomi daerah yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran.
Konsekuensi dari implementasi  Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah, Maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk
melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung
jawab. Keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peningkatan kewenangan
tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas Badan perencanaan
1 Lihat selengkapnya ketentuan dalam Pasal  150 UU. No. 32 Tahun 2004  Tentang
Pemerintahan daerah
3pembangunan yang ada di daerah tersebut. Kenyataan umum yang terjadi bahwa
kualitas tenaga perencana yang ada di Badan perencanaan pembangunan daerah
(Bappeda) masih kurang dibandingkan kenyataan, Hal ini sangat dirasakan pada
kabupaten dan kota, selain itu kurangnya keterpaduan lintas sektoral, antar provinsi
dengan nasional, serta antara kabupaten dan kota akibatnya masing-masing
program pembagunan yang ditetapkan menjadi kurang mendukung satu sama
lainnya sehingga sinergitas yang diharapkan akan dapat mendorong proses
pembangunan secara keseluruhan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
fenomena yang mencolok adalah meningkatnya kesenjangan pembangunan antara
daerah Jawa dan luar Jawa. Pulau Jawa yang dihuni  60% penduduk Indonesia pada
awal pembangunan sangat miskin, sekitar 30-35% lebih miskin dari penduduk luar
Jawa (1970), dalam dua periode berbalik 30-35% lebih kaya2. Hal ini disebabkan
karena konsentrasi pembangunan daerah industrial hanya berpusat dipulau Jawa.
Untuk mengarahkan kegiatan pembangunan secara terpadu, efesien dan
berkelanjutan hanya dapat diwujudkan bila terdapat arah dan tahapan pembangunan
yang jelas. Maka sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional diharapkan dapat mendorong proses
pembangunan secara terpadu dan efesien, dimana pada dasarnya perencanaan
pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan
dan fungsi pokok tersebut adalah sebagai berikut:
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2 Mubyarto,Otonomi atau Federalisme,(Cet I Jakarta:Sinar Harapan, 2000), h 36
4b. Menjamin terciptanya integritas, singkronisasi dan sinergitas antara
daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran,
pelaksana dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
e. Menjamin tercapainya pembangunan sumberdaya secara efisien, efektif
dan adil.
Dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk senantiasa konsisten dan
optimal dalam berusaha. oleh karena itu, setiap insan wajib untuk berusaha seorang
diri ataupun bersama-sama disetiap sendi kehidupan guna mewujudkan masyarakat
yang diridhoi Allah SWT .
Dalam Al-Qur’an Surat Ar Ra’d Ayat 11 Allah SWT. berfirman :
Terjemahannya:
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.
5Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang
merumuskan strategi pembangunan haruslah memperhatikan kondisi umum daerah
potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan,
Tujuan utamanya adalah  agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan
aspirasi masyarakat. Namun jika dilihat pola pembangunan yang berjenjang dari
bawah- keatas ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni masyarakat,
Proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes) dilanjutkan
dengan musrembang tingkat kecamatan lalu diikuti dengan rapat koordinasi tingkat
kabupaten sampai tingkat provinsi, Keterlibatan masyarakat desa hanya sampai
pada tingkat kecamatan sehingga pola implementasi kebijakan masih banyak
kelemahan. Hasil dari forum Musrembang desa kadang tidak digubris olah
pemerintah yang lebih tinggi sehingga mekanisme perencanaan Musrembang desa
hanya bersifat mencatat kebutuhan masyarakat, Hal ini menyebabkan adanya
ketidakpastian akan kebutuhan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat akan
pemerintah.
Sebagai ilustrasi pemerintahan Kabupaten Jeneponto secara perposif dipilih
sebagai lokasi penelitian hukum empiris, dengan pertimbangan bahwa
pemerintahan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu pemerintahan daerah
yang mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sejajar dengan pemerintahan
daerah lainnya dalam jajaran sistem pemerintahan negara kesatuan republik
Indonesia. Kenyataan selama ini menunjukkan  bahwa sampai saat ini ternyata di
Kabupaten Jeneponto belum terdapat keterpaduan kegiatan antara para pelaku
6pembangunan, baik institusi pemerintah maupun antara pemerintah dengan pihak
swasta dan masyrakat secara keseluruhan diberbagai daerah.
Keterpaduan antara kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Jeneponto dengan swasta dan masyarakat secara umum ternyata belum
dapat diwujudkan secara maksimal. Kondisi ini terlihat masih banyaknya
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
belum sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pihak swasta dan keinginan
masyarakat secara umum.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemikiran diatas dan untuk memudahkan pengkajian normative
hukum, Maka perlu merumuskan pokok permasalahan yang nantinya akan menjadi
objek pembahasan yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah proses perumusan kebijakan dan program pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi Bappeda dalam
perwujudan rencana pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto
3. Bagaimanakah upaya-upaya Bappeda dalam pembangunan Desa di
Kabupaten Jeneponto?
C. Pengertian Judul
Untuk lebih mudah memahami arah dan makna judul ini, maka penulis
merasa perlu untuk memeberikan pengertian dan batasan dari beberapa kata dan
istilah yang dianggap penting didalamnya yaitu:
71 Peranan yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau
yang memegang pemimpin yang utama dalam terjadinya hal atau
peristiwa3.
2 Pembangunan dapat diartikan proses pembuatan atau cara membangun4.
Menurut UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan Desa sebagai
berikut:
“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”.
Sedangkan menurut Sutardjo kartodikusuma sebagaimana yang dikutip oleh
Ahmad menjelaskan defenisi Desa sebagai kesatuan hukum dimana bertempat
tinggal suatu masyarakat dengan pemerintahan sendiri.5 Sehingga dapat dikatakan
bahwa desa sebagai komunitas dalam satuan geografis tertentu yang antara mereka
saling mengenal dengan baik, dimana corak kehidupan mereka yang relatif
homogen dan melalui persfektif ini dapat dikatakan bahwa desa dipahami sebagai
organisasi pemeritahan yang mempunyai kewenangan tertentu dalam struktur
pemerintahan negara.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam rangka menunjang penelitian ini dalam rangka mencari format yang
lebih ideal tentang judul ini dan berdasarkan pengamatan penulis belum ada
penelitian sebelumnya yang membahas tentang pembangunan desa pada lingkungan
3 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Cet I Surabaya: Amelia,1995), h 320
4 Ibid, h. 81
5 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h 241
8Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto. Oleh
karena itu, diperlukannya tinjauan pustaka sebagai landasan  teoritis tentang
masalah yang akan dibahas.
1. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah karya Prof
Sjafrizal membahas masalah bagaimana membuat suatu perencanaan
dalam pembangunan daerah. sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai
tahun 2011 aspek pembangunan daerah  dan perencanaannya semakin
diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan nasional, karena
wewenang pemerintah daerah dalam mengelolah pembangunan
didaerahnya masing-masing semakin besar .
2. Manajemen Pemeritah Daerah karya Raharjo Adisasmita mengupas
tentang konsep Good Governance untuk mewujudkan dan melaksanakan
visi, misi, strategi,  perencanaan, transparansi, akuntabilitas kebijakan dan
program-program pembangunan publik.
3. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia karya M. Kamal Hidjaz mengupas tentang
penyelenggaraan  kewenangan daerah  dalam sistem pemerintahan serta
implikasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah terhadap pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
4. Kepemimpinan Kepala Daerah karya J. Kaloh yang pada intinya
membahas mengenai substansi dari pemerintahan daerah sebagai
subsistem dari pemerintahan nasional atau negara. efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan negara tergantung pada efektivitas dari
9penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga keberhasilan
kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional.
5. Analisis Kebijakan Publik karya Edi Suharto pada intinya membahas
tentang konsepsi dan strategi dalam pengkajian kebijakan publik, sehingga
kita mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah publik.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat para stakeholders dalam proses
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto.
3. Mengetahui upaya Bappeda dalam pembangunan desa di Kabupaten
Jeneponto.
F. Manfaat Penelitian
Diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat
baik secara akademis maupun praktis.
1. Akademis
Melalui penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan konsep khususnya
menyangkut sinergi birokrasi, sektor swasta dan masyarakat desa dalam proses
formulasi kebijakan perencanaan pembangunan sebagai upaya menciptakan good
governance dalam era otonomi daerah.
2. Pemerintah Daerah
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Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi
Pemerintah Daerah untuk memahami masalah yang timbul dalam rangka
mengimplementasikan good governance di era otonomi daerah, khususnya
menyangkut proses formulasi kebijakan pembangunan desa yang melibatkan para
stakeholders sebagai manifestasi good governance dalam era otonomi daerah.
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Adapun untuk memudahkan memahanmi gambaran terhadap  uraian-uraian
dari objek pembahasan dari judul diatas, Maka penulis mengemukakah garis-garis
besar isi skripsi ini sebagai berikut:
Bab I diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar
belakang masalah, rumusan permasalahan, pengertian judul, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan garis besar isi skripsi yang digunakan untuk memberikan
pemahaman terhadap isi penelitian ini secara komprehensif dan sistematis.
Kemudian di dalam Bab II penulis memaparkan secara singkat pada bagian
(A) Bappeda Sebagai Perangkat Daerah, (B) Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi
daerah dan pada bagian (C). Deskripsi Pembangunan Desa
Selanjutnya pada Bab III diuraikan mengenai Jenis Penelitian, lokasi dan
objek penelitian, populasi sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data
dan terakhir teknik analisis data.
Pada Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi wilayah penelitian,
Kemudian proses perumusan kebijakan dan program pada Badan Perencanaan
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Pembangunan Daerah  (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, Faktor-faktor yang
menjadi penghambat yang dihadapi bappeda dalam perwujudan rencana
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto serta Bagaimanakah Upaya-upaya
Bappeda dalam pembanguan desa di Kabupaten Jeneponto.
Kemudian yang terakhir Bab V penulis uraikan kesimpulan tentang penelitian
ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan
serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.
Pada daftar pustaka berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam




A. Beppeda Sebagai Perangkat Daerah
a. Eksistensi Bappeda Sebagai Perangkat Daerah
Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) adalah lembaga teknis
daerah yang merupakan bagian dari Pemerintahan kabupaten dan kota. Bappeda
berfungsi sebagai perencana pembangunan melalui upaya memadukan aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat/perencanaan pembangunan partisipatif
merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran
serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus
sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam
perencanaan pembangunan benar -benar dari bawah (bottom-up approach) dengan
kebijakan pembangunan kabupaten/kota, kebijakan pembangunan propinsi dan
kebijakan pembangunan nasional.
Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan rencana
dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis,
bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain
diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu,
transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan dengan
kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan konteks otonomi daerah, Badan perencanaan pembangunan
daerah (Bappeda) merupakan institusi teknis pemerintah daerah yang secara
langsung bertanggung jawab dalam rangka perencanaan pembangunan didaerah.
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Bappeda berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki peran
sentral dalam perencanaan pembangunan mesti melakukan sebuah terobosan
berdasarkan dari ketetapan perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan
secara merata pada tiap wilayah kabupaten dan kota.
b. Peran dan Fungsi Bappeda
Seiring dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan
kepada tiap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini memberikan
gambaran bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Maka Bappeda sebagai
pelaksana teknis daerah mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan
pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Memberikan layanan
penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan
pembangunan daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
dalam bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah1.
Berdasarkan visi dan misi yang diemban Bappeda dalam melaksanakan
tugas pokoknya, Maka disadari bahwa lingkungan eksternal sangat berpengaruh,
mengingat setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda diperlukan peran
serta dari pihak-pihak lain sehingga keterlibatan tersebut diharapkan dapat
mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda, khususnya dalam
1 Lihat selengkapnya Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional pasal 33.
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merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang pada
akhirnya kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi para stakeholders
pengelola pembangunan daerah.
Adapun kewenangan Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda)
dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dijelaskan dalam Pasal 150
ayat (3) Undang-undang  No 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah
sebagai berikut:
a. Rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah  disingkat dengan RPJP
daerah untuk jangka waktu  20  (dua puluh) tahun yang mengacu kepada
RPJP nasional.
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah dengan memperhatikan
RPJM nasional.
c. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD,
merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 25
tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang
ini mengatur ketentuan-ketentuan lain tentang peranan Badan perencanaan
pembangunan daerah (Bappeda) diantaranya sebagai berikut:
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1. Pasal 28 ayat  (2) menyatakan bahwa Menteri/Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Pasal 29 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa:
a. Bahwa Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
Kementerian/Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b. Bahwa Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk
periode berikutnya.
Dengan demikian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) meliputi empat hal, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana,
pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan
rencana. Pengendalian atau pemantauan dilakukan pada waktu program dan
kegiatan sedang dilaksanakan, kegiatan pengendalian dilakukan dengan
memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan proyek dengan apa yang
direncanakan sebelumnya. sedangkan evaluasi dilakukan setelah program dan
kegiatan selesai dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari perencanaan.
Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) berpedoman pada Peraturan
pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, tata cara penyusunan,
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pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. antara lain
sebagai berikut:
1. Pasal 45 menyatakan bahwa :
a. Bahwa Pengendalian oleh gubernur, bupati/walikota dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan
pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Bahwa Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan
tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program
dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
c. Bahwa Pemantauan  pelaksanaan  program  dan/atau kegiatan oleh SKPD
meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang
dihadapi.
d. Bahwa hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun
dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
e. Bahwa Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi
rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan
rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
2. Pasal 48 menyatakan bahwa :
a. Bahwa evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan
daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
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b. Bahwa evaluasi oleh Bappeda meliputi :
1. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah
2. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala
SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
c. Bahwa hasil evaluasi  menjadi bahan bagi penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Dalam proses penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)2. Penyusunan ini
bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah-kaidah
penyusunan rencana yang sistemati dan terpadu, keterlibatan stakeholders dan
legislatif dalam proses pengambilan keputusan  perencanaan  menjadi sangat
penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal
bagi implementasinya3.
c. Hakikat Perencanaan Pembangunan
Pencapaian tujuan pembangunan mensyaratkan adanya suatu manajemen
pembangunan yang mengatur koordinasi dan kerjasama yang solid antara
kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan,
penganggaran, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi berbagai kebijakan,
2 Lihat penjelasan umum Peraturan pemerintah No 8 tahun 2008 tentang tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana  Pembangunan daerah.
3 Lihat Riant Nugroho dan Randy  R. Wrihatnolo,Manajemen Perencanaan Pembanguna,(Jakarta,
PT.Elex Media Komputindo:2011) h. 81.
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program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, Pengembangan indikator kinerja
pembangunan regional dan penataan manajemen kinerja menjadi bagian penting
dari manajemen pembangunan yang dapat memberikan indikasi kegagalan
ataupun keberhasilan suatu kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah. sehingga ada 3 alasan mengapa perencanaan pembangunan mempunyai
peranan yang strategis di Indonesia:
a. Mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna (Market Failure), kerena
kondisi masyarakat banyak masih sangat terbelakang tingkat pendidikannya
sehingga belum dapat bersaing dengan golongan yang sudah maju dan
mapan. Disamping itu informasi belum tersebar secara merata keseluruh
tempat karena masih banyak daerah yang terisolir karena keterbatasan
prasarana dan sarana perhubungan. Dalam hal ini peranan pemerintah yang
dilakukan secara terencana menjadi sangat pentingkan menentukan proses
pembangunan.
b. Adanya ketiadakpastian masa datang sehingga perlu disusun strategi,
kebijakan dan perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang
mungkin timbul dikemudian hari berikut tindakan dan kebijakan  preventif
yang perlu dilakukan.
c. Untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap
pelaku pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara
keseluruhan sehingga terwujud proses pembangunan terpadu, bersinergi dan
saling menunjang satu sama lain.4
4 Sjafrizal, Teknik Praktis Penyususnan Rencana Pembangunan Daerah. (Baduose Media.2009), Hal
5-6
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Oleh karena itu, Perencanaan pembangunan sebagai suatu kebijakan publik
merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terus menerus dan
komprehensif serta memiliki tahapan yang sistematis, sebagaimana dikemukakan
oleh Tjokroamidjojo bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan terdiri
dari:
a) Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, Baik sebelum
memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap
pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), Perkiraan
keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), Penetapan tujuan
rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan
rencana, Identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan
dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas
suatu rencana.
b) Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang
lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu
tertentu, Suatu perincian jadwal kegiatan, Jumlah dan jadwal pembiayaan
serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan
melakukan program-program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu
dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau
network-plan.
c) Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi,
konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, Kebijakan-kebijakan perlu
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diikuti implikasi pelaksanaannya, Bahkan secara terus menerus
memerlukan penyesuaian-penyesuaian.
d) Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang
bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan
sesuai dengan rencana, Apabila terdapat penyimpangan maka perlu
diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta
dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk
maksud tersebut, Maka diperlukan suatu system monitoring dengan
mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana
rencana.
e) Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui
suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review).
Disamping itu, Evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap
penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan
evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini
dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau
penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu
sendiri5.
Dari rumusan prinsip-prinsip perencanaan yang dikemukakan diatas, maka
perencanaan pembangunan berhubungan erat dengan perumusan kebijakan (policy
formulation), Sebagaimana dikemukakan oleh Edi Suharto PhD, Bahwa kebijakan
sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang mengarahkan dan
5 Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta, Gunung Agung,1992) Hal 57
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menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan6. Proses perumusan kebijakan yang
mengharuskan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat, dengan kata lain bahwa
proses itu tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah (birokrat). Secara implisit, Eef
Saefullah Fatah  mengemukakan bahwa posisi rakyat dalam suatu negara sebagai
hakekat dari demokrasi, dimana mereka memiliki akses baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap suatu kebijakan publik7.
Perencanaan Pembangunan sebagai suatu proses perumusan kebijakan
hendaknya melibatkan para stakeholder, sebagaimana dikemukakan  oleh Don K.
Price bahwa proses perumusan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses
yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-
pemimpin organisasi professional, para administrator dan para politisi8.
Menurut Tri widodo ada beberapa bentuk perencanaan pembangunan, antara
lain sebagai berikut:
(a)Perencanaan menurut jangka waktunya, Perencanaan jenis ini dapat
dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1) Perencanaan jangka panjang (Perspektif). Perencanaan jangka panjang
biasanya mempunyai rentan waktu antara 10 sampai 25 tahun.
2) Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka menengah,
biasanya mempunyai rentan waktu empat sampai enam tahun.
6 Edi Suharto PhD, Analisis Kebijakan Publik,(Bandung, Alfabeta:2005)Hal 61
7 Eef Saefullah Fatah, Memberdayakan Islam dalam Politik, Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan
Praktis,( Yogyakarta, BIGRAF Publishing bekerjasama UMM, 2001) Hal 5
8 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, (Jakarta,Bumi Aksara:2001), Hal 16
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3) Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mempunyai
rentan waktu 1 tahun, perencanaan ini sering disebut rencana
operasional tahunan.
(b)Perencanaan sifat dorongan, Perencanaan jenis ini dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:
1) Perencanaan dengan komando (Planning by direction). Perencanaan
ini menuntut adanya liberalisme, Pada sistem ini pemerintah pusat
merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan
perencanaan sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan
sebelumnya.
2) Perencanaan dengan ransangan (Palnning by inducement). Sistem
perencanaan dengan ransangan merupakan sistem perencanaan yang
demokratis, sistem ini dilakukan dengan manipulasi pasar.
(c) Perencanaan menurut alokasi sumber daya. Perencanaan ini dibagi
menjadi dua jenis, yaitu:
1) Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah teknik
perencanaan berkaitan dengan alokasi dana.
2) Perencanaan Fisik. Perencanaan Fisik adalah usaha untuk menjabarkan
usaha pembangunan memulai pengalokasian faktor-faktor produksi
dan hasil produksi, sehingga memaksimalkan pendapatan dan
pekerjaan.
(d) Perencanaan menurut arus informasi. Perencanaan ini dapat dibagi
menjadi dua jenis, yaitu:
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1. perencanaan sentralistik (Top-down planning). Dalam perencanaan
sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada
dibawah badan perencanaan pusat.
2. Perencanaan desentralistik (Bottom-up planning). Perencanaan
desentralis mengacu pada proses pelaksanaan dari bawah.
(e) Perencanaan menurut tingkat keluesan. Perencanaan ini dibagi menjadi
dua jenis, yaitu:
1. Perencanaan indikatif. Perencanaan ini bersifat luwes karena
pemerintah memberikan ransangan kepada sektor swasta melalui
hibah, pinjaman, pembebasan pajak, dan sebagainya.
2. Perencanaan imperatif. Dalam perencanaan imperatif semua kegiatan
dan sumber daya ekonomi berjalan menurut komando negara.
(f) Perencanaan menurut sistem ekonomi. Perencanaan ini berdasarkan
sistem ekonomi yang dianut suatu negara. yang dapat dibagai menjadi
3 jenis, yaitu:
1) Perencanaan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perencanaan dalam
sistem kapitalisme tidak difokuskan pada rencana yang terpusat
(central plan), oleh karena itu, Alat-alat produksi bisa dimiliki secara
pribadi.
2) Perencanaan dalam sistem ekonomi sosialisme. Perencanaan dalam
sistem sosialisme diarahkan pada rencana yang terpusat, dalam arti ada
penguasa atau badan perencana terpusat yang merumuskan rencana
secara keseluruhan.
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(g) Perencanaan menurut dimensi pendekatan. Perencanaan jenis ini terdiri
atas:
1) Perencanaan makro. Perencanaan makro dapat didefenisikan
perencanaan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.
2) Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang
dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor.
3) Perencanaan regional. Perencanaan dengan dimensi regional menitik
beratkan pada aspek lokasi tempat kegiatan itu dilakukan.
4) Perencanaan mikro. Perencanaan mikro didefenisikan sebagai
perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran rencana-rencana sektoral ataupun regional dalan susunan
proyek dan kegiatan-kegiatan berbagai dokumen perencanaan dan
penganggarannya.
(h) Perencanaan menurut aktivitas pembangunan, dimana perencanaan
perlu diwujudkan dalam tiga dokumen perencanaan, yaitu:
1) Dokumen perencanaan target. Perencanaan target adalah perencanaan
yang menetapkan target dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang
dipilih sebagai program-program pembangunan.
2) Dokumen perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya adalah
perencanaan yang menetapkan pengalokasian sumber daya secara
efektif , biasanya dalam bentuk kebijakan penganggaran.
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3) Dokumen perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah
perencanaan yang menetapkan tingkat optimal pencapaian target setiap
program pembangunan9.
Berkenaan dengan peran pemerintah dalam kehidupan bernegara dalam
konteks perencanaan pembangunan. Maka pada tahun 2004 kementrian PPN
menyusun naskah akademis yang menggagas perlunya konsep perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-
Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Undang-Undang ini menjawab pertanyaan tentang perlunya sebuah mekanisme
perencanaan pembangunan nasional.10
Dalam penerapan perencanaan haruslah terukur secara konkret sehingga
sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas. Metode yang dapat digunakan
untuk menentukan sasaran dan target pembangunan secara terukur dengan
menggunakan teknik indikator kinerja (Performance indikator). Indikator kinerja
(Performance indikator) merupakan alat yang dapat membantu perencanaan
dalam mengukur perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan.11 Secara
umum fungsi dan peran dari indikator kinerja (Performance indikator) dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah:
1) Untuk memperjelas tentang: What, how, who and when, suatu program
dilakukan.
2) Menciptakan konsensus yang dibangun oleh pihak yang berkepentingan
dengan pembangunan (Stakeholders).
9Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, of...cit Hal 3-11.
10 Ibid...Hal 13.
11 lihat Sjafrizal.. of.cit hal 218
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3) Membangun landasan yang jelas untuk pengukuran dan analisis
pencapaian sasaran pembangunan
4) Sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan
yang telah dapat dilaksanankan dalam periode waktu tertentu.12
Dalam pengukuran indikator kinerja, ada 5 jenis pengukuran indikator
kinerja yang dapat digunakan dalam merencanakan dan menilai keberhasilan
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan suatu institusi atau
daerah. Kelima jenis pengukuran indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
a) Masukan (Input), yaitu berbagai jenis sumber daya (faktor produksi)
yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan, seperti
dana, tenaga, peralatan, bahan-bahan yang digunakan dan masukan
lainnya.
b) Keluaran (Output), yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung,
baik bersifat fisik maupun non fisisk yangdapat dihasilkan dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
c) Hasil (Outcome), yaitu segala sesuatau yang dapat menyebabkan
berfungsinya keluaran tersebut secara baik sehingga memberikan
sumbangan terhadap proses pembangunan pada bidang terkait.
d) Manfaat (Benefit),  yaitu keuntungan secara aspek positif lainnya yang
dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi
masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal.
12 Ibid...Hal 220
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e) Dampak (Impact), yaitu pengaruh positif maupun negatif yang muncul
bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam
bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk,
pengurangan tingkat kematian bayi sebagai hasil dari berfungsinya
keluaran dari program dan kegiatan bersangkutan secara baik13.
B. Konsep Desentralisasi dan Otonomi daerah
Desentralisasi dan otonomi daerah adalah isu yang paling aktual setelah
perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menuju Undang-Undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dilanjutkan dengan
perubahan kedua menuju Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang
pemerintah daerah. Daya tarik tersebut tidak hanya karena desentralisasi adalah
lawan dari sentralisasi, tetapi lebih dititik beratkan pada kebijakan pemerintah
Orde Baru yang sangat sentralistik. Konsep desentralisasi memiliki dua pengertian
yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik
diartikan sebagai penyerahan kewenangan yang melahirkan daerah-daerah
otonom, Sedangkan desentralisasi administratif merupakan penyerahan
kewenangan pelaksanaan implementasi program yang melahirkan wilayah-
wilayah administratif, atau dengan kata lain pendelegasian sebagian dari
wewenang untuk melaksanakan program terhadap tingkat yang lebih bawah.14
Lebih lanjut berbicara otonomi daerah tidak biasa lepas dari wacana
pembagian kekuasaan, Dimana kewenangan pemerintah pusat diberikan kepada
13 Ibid, h. 221-222.
14 Ichlasul Amal, Otonomi dan  Majemen Pembangunan Daerah,(Edisi. I; Jakarta: Pustaka
Harapan, 2000), h. 41
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pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelolah daerah otonom sesuai dengan
aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku15.
Konsep otonomi daerah kemudian didefinisikan menurut Soenyono sebagai
paradigma yang sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah
demokratisasi, dimana pada dasarnya dengan adanya otonomi daerah ada
semacam pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang
selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat, Sehingga ada semacam
pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah16. Menurut G. Shabbir Cheema dan
Dennis A. Rondinelli otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengurus dirinya
sendiri, baik dari sisi wewenang hukum, wewenang politik, wewenang
pemerintahan, terutama wewenang ekonomi, dan wewenang kultural. Apa yang
bisa diurus oleh daerah, maka daerah yang mengurusnya. Sementara yang tidak
bisa diurus daerah, barulah pusat yang membantu mengurus. Sehingga secara
substansial ada kepercayaan, kesempatan, dan instrumen pada masyarakat daerah
untuk mengurus dirinya sendiri. Itulah sebetulnya basis tumbuhnya masyarakat
madani (civil society) secara konkret di daerah-daerah17.
Dalam konsteks penyelenggaraan pemerintah, istilah otonomi dan
desentralisasi tidak dapat dipisahkan. Namun menurut Koswara  keduanya dapat
dibedakan,  Desentralisasi mempersoalkan pembangian kewenangan kepada
organ-organ penyelenggara negara sedangkan otonomi menyangkut hak yang
15 Rahardjo Adisasmita, Menejemen Pemerintah Daerah, (Yogyakarta:Graha Ilmu 2011), Hal 47
16 Andi A.Mallarangeng, dkk. Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis.(Yogyakarta:
BIGRAF Publishing. 2001), Hal 116.
17 Sidik Jatmika Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional. (Yogyakarta, BIGRAF
Publishing. 2001), Hal 33.
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mengikuti pembagian kewenangan tersebut18. Sejalan dengan itu, Saragih
mengemukakan bahwa desentralisasi adalah penyelarah urusan pemerintahan dari
pemerintahan pusat sebagai tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah
tangga bersangkutan.19
Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
mendefenisikan desentralisasi sebagai berikut:
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang   pemerintahan    oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dalam penerapan konsep desentralisasi, ada perberbeda antara penerapan
desentralisasi antara negara federal dengan negara kesatuan. negara federal
hubungan antara level pemerintahan dikenal dengan sistem hubungan terpisah
(separated Authority mode),  dimana pada sistem ini tidak secara ketat mengontrol
urusan-urusan permerintah pusat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
pemerintah memiliki kewenangan penuh yang dijamin oleh negara untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. sedangkan pada negara
kesatuan hubungan antara level pemerintahan berlangsung secara inklusif
(inclusive Authority mode), dimana otoritas pemerintah daerah dalam urusan-
urusan pemerintahan tetap diawasi oleh pusat memalui sistem kontrol yang
berkaitan dengan kesatuan bangsa20.
Pemahaman terhadap konsep desentralisasi pada perkembangan selanjutnya
Menurut Muslimin membagi desentralisasi menjadi tiga bagian yaitu
18 Azikin Solthan, Dinamika Politik  Daerah dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca
Pilkada Langsung (Yogyakarta, Intermedia Publishing dan penerbit Ombak,  2009), Hal 18.
19 Ibid... Hal 18
20 Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah ,( Jakarta, Sinar harapan,2001),hal 5-6
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1. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah
pusat (yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga
sendiri) kepada badan-badan politik di daerah-daerah (yang dipilah oleh
rahyat dalam daerah tertentu).
2. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan kepada
golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau suatu golongan
kepentingan dalam suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu.
3. Desentralisasi kebudayaan (culture decentralistic) yang memberikan hak
kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat untuk
menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur pendidikan,agama dan
lain-lain) 21.
Kemudian dalam proses penerapan desentralisasi di Indonesia dimana
pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemeritah daerah dijabarkan oleh
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah antara lain:
a. Kewenangan pemerintah pusat meliputi:







21 Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi,dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah). (Bandung: Mandar Maju. 2007), Hal 143.
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b. Kewenangan pemerintah daerah meliputi:
a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e) Penanganan bidang kesehatan.
f) Penyelenggaraan pendidikan.
g) Penanggulangan masalah sosial.
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
j) Pengendalian lingkungan hidup.
k) Pelayanan pertanahan.
l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n) Pelayanan administrasi penanaman modal.
o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Menurut  Kamal Hidjaz penyerahan kekuasaan atau pembangian kekuasaan
ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:
1. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan seperti negara federasi.
desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan
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bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada
kepala daerah.
2. Penyerahan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan
pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan
aspirasi masyarakat22.
Sehingga tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk
mengembangkan mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam bentuk
penyaluran aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun
mendukung kebijakan pemerintah pusat23. Kalaupun implementasi otonomi
daerah  diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, Maka kewenangan
itu harus dikelola secara adil, jujur, demokratis, dan mandiri, dalam hal ini kepala
daerah harus mampu mengelolah kewenangan yang diterima secara efektif dan
efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah24. Oleh karena
itu, dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi daerah harus diperhatikan
beberapa faktor pendukung yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan otonomi
daerah adalah:
a. Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran
b. Adanya komitmen rasa persatuan;
c. Adanya masyarakat yang egaliter dan
1) meningkatnya kemauan pemberdayaan masyarakat25.
22 M. Kamal Hijzaz, Efektivitas Penyelanggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah
Di Indonesia. (Makassar, Pustaka Refleksi, 2010), Hal 4.
23 Ibid .. hal 6
24 J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah(Pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepala daerah
dalam pelaksaan otonomi daerah), (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hal 15
25 Syaukani. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. (Kaltim: Gerbang Dayaku. 2001),
Hal 176
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Menurut Halim ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi
daerah adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki
kemampuan dan kewenangan untuk mengali sumber-sumber keuangan,
mengelolah dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan.
b. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang
didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah26.
C. Deskripsi Pembangunan Desa
3. Pengertian Pembangunan
Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak
(multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem
sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sedangkan pembangunan ekonomi
merupakan bagian dari proses pembangunan yang mencakup usaha-usaha suatu
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan. Hal itu berarti pembangunan ekonomi dapat diartikan pula sebagai
suatu proses yang menyebabkan pendapatan riil per kapita suatu masyarakat
meningkat dalam jangka panjang. Selain peningkatan produksi dan pendapatan
proses tersebut juga akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi
masyarakat.
26 Adrian Sutedi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangkan Otonomi
Daerah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), Hal 10.
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Sejalan dengan anggapan itu, Maka pembangunan sesungguhnya adalah
proses yang berorientasi pada manusianya. Dengan memberikan perhatian pada
unsur manusianya,maka indikator sosial yang dalam hal ini tidak semata diukur
dengan tercapainya tingkat produksi rata-rata yang tinggi saja tetapi terciptanya
keadaan yang benar-benar dinikmati oleh setiap anggota masyarakat.
Pembangunan yang berorientasi pada manusianya (human development
orientation) mengutamakan pada paling tidak tiga unsur penting yakni: aspek
kehidupannya (human life), pengetahuan, dan tingkat hidup yang memadai27.
Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya berarti pula
mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang
berkesinambungan (sustainable). Hal itu berarti pembangunan yang diciptakan
dari masyarakat sendiri, oleh masyarakat dan untuk semua masyarakat. Dengan
demikian setiap anggota masyarakat harus ikut serta dalam setiap tahap
pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Dalam kerangka diatas
pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk mentransformasikan struktur
kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan yang semula bercorak subsisten,
tradisional serta agraris yang menuju pada struktur ekonomi bercorak perkotaan,
modern dan industri.
Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut ditandai dengan perembesan
struktur dan budaya moderen kedalam struktur dan budaya perdesaan sehingga
akan terjadi perluasan proses modernisasi ke seluruh masyarakat. Sebagai
akibatnya struktur dan kebudayaan tradisional yang menguasai daerah perdesaan
27Gunawan Sumodiningrat, "Demokrasi Ekonomi: Masalah Pembangunan", (Prospek,
no.3, vol. 2, 1990), h. 17
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mulai mengalami transformasi mengantarkan terjadinya tahapan di mana
perbedaan-perbedaan struktural dan kultural antara kota dan desa menjadi
semakin menyempit. Dalam kondisi itu masyarakat desa berhasil mengembangkan
suatu kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang semakin rasional. Akhirnya
antara desa dan kota terpola suatu hubungan timbal balik yang harmonis dan
saling dapat menciptakan surplus bagi pertumbuhan masyarakat keduanya.28
Pembangunan desa menurut Ndraha adalah setiap pembangunan yang
didalamnya terdapat proses masyarakat desa berpartisipasi aktif. Sedangkan
menurut T.R. Batten pembangunan desa adalah proses dimana  organisasi
masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian
merencanaakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.29
Sejalan dengan konsepsi pembangunan diatas, sekiranya pembangunan
menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip
pengembangan desa sebagai berikut:
a. Pembangunan pedesaan harusnya menerapkan prinsip transparansi,
partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan,
dan berkelanjutan.
b. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu terciptanya peningkatan
produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan pedesaan,
peningkatan kerampilan dalam berproduksi, pengembangan lapangan
28 Gunawan Sumodiningrat,"Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perkreditan", Makalah
disampaikan pada Lokakarya Proyek Pengembangan Kredit Skala Mikro, Bank Indonesia,
(Jakarta, 13 Desember 1993), h. 12
29 T Ndraha, Membangun masyarakat, Mempersiapkan masyarakat tinggal landas(Jakarta, Rineka
cipta, 1990).hal 71-72
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kerja dan pengembangan lapangan usaha pruduktif, peningkatan
prakarsa dan partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan.
c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan
sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, serta
pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia.30
Sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan
pembangunan masyarakat desa dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat.
Pembangunan desa dalam konteks tersebut adalah seluruh kegiatan pembangunan
yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
Implisit dalam konsep tersebut terkandung adanya syarat partisipasi murni
masyarakat perdesaan dalam pembangunan sebagai subyek sekaligus sebagai
obyek pembangunan itu sendiri. Partisipasi murni harus diartikan bahwa setiap
pelaku ekonomi harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai
dengan latar belakang, kemampuan atau produktivitasnya dan keahlian masing-
masing dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan tenggang rasa untuk
kepentingan bersama.
4. Pengertian desa
Desa merupakan permukiman di area perdesaan (rural) di Indonesia,
istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Selanjutnya pengertian desa
menurut para ahli adalah sebagai berikut:
30 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan pedesaan dan perkotaan, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006),
hal 18-20
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Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh
unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam
hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.31
Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan
pemerintahan terendah di bawah camat.32
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.33
Dalam pasal 200 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah, menjelaskan bahwa pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan
badan musyawarah desa. pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat
desa, kemudian yang termasuk perangkat desa dijelaskan pada pasal 202 terdiri
atas sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan badan musyawarah
desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa desa bukanlah bawahan
kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah
kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.
Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.
31 R. Bintarto, Strategi Pembangunan Pedesaan, (Cet. I: PT Gramedia, Jakarta, 1977), h. 39
32 Jim Schiller, "Strategi Pembangunan Pedesaan: Belajar dari Program Pengembangan Wilayah
(PPW)", dalam Kumpulan Makalah Konperensi Nasional Program Pengembangan Wilayah: Pengalaman
PPW dan Strategi Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Kerjasama Ditjen. Pembangunan Daerah
Departemen Dalam Negeri, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM, USAID,
Yogyakarta, September 1988), h. 23
33 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
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Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi
kelurahan.
Kewenangan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal usul desa kemudian Menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung





Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research).
Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan.1 Adapun kajiannya
menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata-kata
yang diuraikan secara naratif.
B. Lokasi dan Obyek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sektretariat daerah Kabupaten Jeneponto,
dengan objek penelitian unsur pimpinan dan staf Badan perencanaan
pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto serta beberapa unsur
Kepala desa di Kabupaten Jeneponto.
C. Populasi dan Sample
1. Populasi
Populasi adalah “Keseluruhan Subjek penelitian”2 Selanjutnya dalam
pegertian lain S Margono mengemukakan bahwa:
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu
lingkup dan waktu yang kita tentukan, menurutnya populasi berhubungan
dengan data bukan manusianya. Jika manusia memberikan suatu data,
maka banyaknya populasi akan sama banyaknya dengan data3.
1 Donald Ary et al, The Reachr Survey diterjemahkan oleh Arief  Furchan dengan judul Pengantar
Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hal. 447
2 Suharsimi Arikunto , prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik, (Cet IX Jakarta, Rinneka Cipta
2002), h 23
3 ibid h 108.
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Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa populasi adalah
merupakan seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf Badan
Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, serta unsur kepala
desa di Kabupaten Jeneponto sebanyak 11 desa dengan rincian sebagai berikut:


























Bagian Umum dan Kepegawaian
Kabid Ekonomi
Kasubid Ekonomi Makro dan Sektor Rill
Kasibid Ekonomi dan SDA
Kabid Sosial Budaya
Kasubid Pendidikan dan Kesehatan
Kasubid Sosial Budaya dan Pariwisata
Kabid Sarana dan Prasarana
Kasubid Infrasriktur Sosial, Ekonomi, dan Tarkim
Kasubid Infrastruktur Pedesaaan, Perkotaan,
Lingkungan Hidup dan Energi
Kabid Litbang dan Statistik
Kasubid Litbang dan Sistem Perencanaan
Kasubid Statistik dan Pelaporan


















Total 13 4 28
Sumber data Bappeda Kab. Jeneponto
2. Sample
Sample adalah sebagian objek  atau wakil dari populasi yang akan diteliti4.
Tujuan menentukan sample adalah untuk mengemukakan dengan tepat sifat dari
hasil penelitian. Pada dasarnya menentukan sample pada penelitian ini adalah
4 Sustrisno Hadi, Statistik jilid II:(Yogyakarta, Fakultas Phisikologi Universitas Gadja Mada, 1999), h
220.
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untuk memperoleh informasi atau keterangan-keterangan mengenai hal yang di
teliti.
Dengan cara meneliti sebagian yang telah dipilih dan dianggap dapat
mewakili semua populasi yang ada dan selanjutnya merupakan kesimpulan dari
hasil penelitian. Adapun teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah
dalam tehnik populasi jenuh dengan pokok pikiran sebagai berikut:
a. Populasi dilokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian relatif sedikit,
yang memungkinkan peneliti dapat menjangkaunya.
b. Populasi dilokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian berada pada
homogensi yang rendah, sehingga dianggap mereka mampu untuk
memberikan data yang akurat tanpa standing eror yang sangat tinggi.
Penentuan besarnya sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah
15 % dari jumlah populasi, hal ini berdasarkan teori Suharsimi bahwa:
Populasi yang objeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
menjadi penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar
dapat diambil antar 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.5.
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebayak 15 orang, yakni unsur
bappeda 5 orang dan kepala desa 10 orang yang diambil dari 3 kecamatan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan
oleh penulis dalam kegiatanya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi
sistematis. Dengan demikian terdapat kaitannya antara metode dengan instrumen
5 lihat Suharsimi Arikonto, of.cit I h 25.
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pengumpulan data, instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam
menggunakan metode pengumpulan data6. Sesuai dengan variabel yang akan
diteliti, Penulis menggunakan instrumen pengumpulan data yang sangat
membantu dalam mengetahui informasi atau jawaban dari responden, diantara
instrumen yang kami gunakan adalah:
1. Pedoman Wawancara.
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi7. Dalam hal ini mengadakan
wawancara langsung kepada unsur kepala desa dan unsur pimpinan serta staf
Badan perencanaan pembangunan (Bappeda) Kabupaten Jeneponto.
2. Dokumentasi.
Pengumpulan data dengan cara ini  yaitu meneliti dokumen atau arsip
sebagai alat untuk mengetahui banyaknya responden dan nama responden serta
catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah dalam peneltian ini.
3. Angket
Daftar angket yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diedarkan
kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian.
E. Tehnik pengumpulan data
1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung secara intensif terhadap
lokasi penelitian tersebut.
2. Wawancara bebas terpimpin yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara
melakukan wawancara langsung dan bebas dengan menggunakan
6 Ibid h 30.
7 S. Nasution, Metode Research (penelitian ilmiah) (Cet III Bumi Aksara, 2002). h 24
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pedoman yang telah disusun dan sesuai dengan permasalahan yang telah
dirumuskan dan ini dilakukan kepada informan pada tiap-tiap kouta.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dukumen-dukumen
dalam bentuk tulisan. Dokumentasi yang ditampilkan adalah internal
data, yaitu data yang tersedia pada tempat di adakannya penelitian.
F. Tehnik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data
tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yakni data-data yang diolah dengan
menggunakan teknik kualitatif, dan selanjutnya ditabulasikan atau diorganisasikan
lalu ditarik suatu kesimpulan secara deskriptif kualitatif.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
a. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi
Sulawesi selatan dengan Letak Geografi dan Luas Wilayah terletak antara 5'23'12''
– 5'42'1,2'' Lintang Selatan dan 119'29'12'' – 119'56'44,9'' Bujur Timur.
Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten
Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di
sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi











k. Kecamatan Bangkala Barat1
b. Badan perencanaan pembangunan  daerah (Bappeda) Kabupaten
Jeneponto
Badan perencanaan pembangunan  daerah (Bappeda) merupakan perangkat
daerah Kabupaten Jeneponto bertempat di Jalan Lanto dg Passewang No 34 yang
dibentuk  berdasarkan Peraturan daerah No 4 tahun 2008 tentang pembentukan
1 Data Profil Kabupaten Jeneponto 2010
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organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Jeneponto, Serta
memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 32
tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain kewenangan tersebut, berdasarkan
Peraturan Bupati Jeneponto No 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Jeneponto,  memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto
dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok memimpin,
membina, meneliti, mendokumentasikan dan menyusun dokumen perencanaan
pembangunan meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
d. Rencana Strategis (Renstra)
dan dokumen perencanaan lainnya serta mengevaluasi kebijakan tahunan dan
kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan
daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan kebijakan umum perencanaan dan penganggaran daerah
b. Mengkoordinadikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan
program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor
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c. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Rincian tugas pokok dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dibidang perencanaan
pembangunan
b. Melakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka perencanaan
pembangunan didaerah
c. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan
perencanaan pembangunan dibidang sosial ekonomi, fisik dan prasarana.
d. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar hasil yang dicapai
sesuai sasaran yang telah ditentukan.
e. merumuskan kebijakan tahunan dan teknis dibidang perencanaan
pembangunan daerah.
f. mengoordinasikan rancangan kebijakan belanja pembangunan dengan para
pimpinan unit kerja dalam rangka penyusunan APBD.
g. Mengkoordinasikan rancangan penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
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h. menyiapkan dan mempelajari naskah peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
i. Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
j. memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan
tugas/kegiatan bawahan.
k. Membina, menilai staf dalam lingkup Bappeda dalam rangka peningkatan
kemampuan dan disiplin kerja sebagai bahan pembinaan karier.
l. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan
perlengkapan/peralatan badan.
m. Mengoreksi dan menandatangani naska dinas
n. Memberi pertibangan kepada bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
p. Melaksanankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
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c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jeneponto
Kepala Badan

































Sub Bagian Litbang &
Sistem Perencanaan














B. Proses perumusan program dan kebijakan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah  (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto.
Undang-Undang No 25 tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan
pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan agar masing-masing daerah
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rencana  Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Mengenai proses perumusan program dan kebijakan pada Bappeda
Kabupaten Jeneponto sesuai dengan penjelasan Bapak Muh. Ambar Sallatu,S.Sos,
M.Si selaku Kepala sub bagian program pada Badan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Jeneponto memaparkan bahwa2;
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jeneponto tersusun dalam Peraturan daerah No 3 Tahun 2006 tentang Rencana
pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jeneponto. Dimana RPJPD
adalah landasan umum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto
untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
Jeneponto jangka panjang yang berintegrasi dengan rencana pembangunan
nasional jangka panjang. RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penyiapan rancangan RPJPD
Penyiapan rancangan RPJPD untuk mendapatkan gambaran awal dari visi,
misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab
2 Wawancara dengan Bapak Muh. Ambar Sallatu,S.Sos, M.Si selaku kepala sub bagian program
Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jenenponto, pada tgl 27 Desember 2011
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kepala Bappeda dan selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam
Musrembang Jangka Panjang Daerah.
2. Musrembang Jangka panjang Daerah
Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum antar pelaku
untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan dan
mendapatkan komitmen antara pelaku pembangunan yang menjadi bahan
masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
3. Penyusunan Rancangan akhir RPJPD
Penyusunan rancangan akhir RPJPD merupakan tanggung jawab kepala
Bappeda, dengan bahan masukan utama hasil kesepakatan Munserbag
jangka panjang daerah. Rancangan daerah ini disampaikan kepada kepala
daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.
4. Penetapan peraturan daerah tentang RPJPD
Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur sebelum
ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah
Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).
penyusunan Rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) untuk
periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. RPJMD Kabupaten
Jeneponto tertuang dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2009 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2008-
2013 Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) berisikan
gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta
kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah,
indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan, pendanaan, penetapan
indikator kinerja daerah dan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan. RPJMD
disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Penyiapan Rancangan Awal RPJMD
b. Penyiapan rancangan Renstra-SKPD
c. Penyusunan rancangan RPJMD
d. Musrembang Jangka menengah daerah
e. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
f. Penetapan Peraturan daerah  tentang RPJMD
3. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kab. Jeneponto
Rencana strategis Satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD)
merupakan dokumen rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
berpedoman pada Peraturan daerah No 2 tahun 2009 tentang Rencana
pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2008-
2013. penyusunan Renstra Bappeda sebagai SKPD dalam lingkup pemerintah
Kabupaten Jeneponto dengan memperhatikan gambaran pelayanan pokok, isu
strategis, tujuan, visi, misi, saran strategi dan kebijakan, rencana program dan
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kegiatan berikut indikator kinerjanya. Renstra-SKPD disusun dengan tahapan
sebagai berikut:
a. Penyiapan rancangan Renstra-SKPD
b. Penyusunan Rancangan akhir Renstra-SKPD
c. Penetapan peraturan Kepala SKPD tentang Renstra-SKPD
4. Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto disusun
setiap tahunnya yang bersifat rinci dan operasional yang mengacu Peraturan
Daerah No 2 tahun 2009 tentang Rencana pembangunan jangka menegah daerah
(RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2008-2013. RKPD berisikan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka  pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama
dalam Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan yang sangat praktis karena isinya lebih banyak diarahkan pada
perumusan program dan kegiatan secara rinci lengkap dengan indikator dan target
kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. disamping itu RKPD juga
memuat tentang perkiraan kebutuhan anggaran untuk masing-masing program dan
kegiatan berikut unit atau bagian yang akan mengerjakan dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaannya.
Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan
perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan
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anggaran pada tahun bersangkutan. dimulai dengan penyiapan rancangan awal
oleh Bappeda dengan menjabarkan RPJMD dan memperhatikan isu-isu dan
permasalahan yang mendesak. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas dan
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta ketersediaan dana pada
tahun perencanaan, Maka dirumuskanlah prioritas-prioritas pembangunan untuk
tahun perencanaan. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Penyiapan Rancangan awal RKPD
RKPD merupakan penjabaran RPJMD dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan jangka menengah daerah. RKPD berisi program kerja dan
pagu indikatif (Fungsi ,wilayah kerja)
b. Penyiapan rancangan Renja-SKPD
Penyiapan Renja SKPD merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah serta yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. berisi kebijakan daerah,
program dan pagu indikatif, kegiatan dan anggaran, jenis belanja, lokasi
kegiatan, indikator keluaran dan unit pelaksanaan.
c. Musrembang Tahunan Daerah
Pelaksanaan musrembang daerah melibatkan seluruh pelaku pembangunan
dengan 3 tahapan Musrembang:
a. Musrembang ditingkat desa dan kelurahan.
b. Musrembang ditingkat kecamatan.
c. Musrembang ditingkat kabupaten/kota.
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d. Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD memperhatikan hasil Musrembang
tahunan, rancangan kerangka ekonomi, perioritas pembanguan, program
dan pagu indikatif, kegiatan pokok dan unit pelaksana.
e. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Penyusunan rancangan akhir PKPD merupakan tanggung jawab kepala
Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan musrembang tahunan
daerah untuk disampaikan kepada kepala Daerah, dan selanjutnya diproses
untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
f. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
C. Faktor-faktor yang menjadi penghambat perwujudan rencana
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto.
Dalam perkembangan perencanaan pembangunan desa di Indonesia dewasa
ini, terlihat adanya beberapa masalah pokok khususnya di Kabupaten Jeneponto.
Bapak Sulaiman Natsir, selaku Kepala sub bagian litbang dan sistem perencanaan
pada Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto
memaparkan faktor-faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut3:
a. Keterbatasan Sumber Daya Masyarakat
Faktor penghambat yang pertama dalam perencanaan pembangunan desa di
Kabupaten Jeneponto adalah belum optimalnya peranan masyarakat  dalam
3 Wawancara dengan Bapak Sulaiman Natsir, S. Kom, M. Si selaku Kepala Sub Bagian Litbang
dan Sistem Perencanaan Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jenenponto, pada tgl 28
Desember 2011
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penyusunan perencanaan pembangunan, Sehingga kebanyakan kegiatan hanya
bersifat top-down. Hal ini disebabkan karena tingkat kepedulian, pengetahuan
dan tanggung jawab akan peran masyarakat dalam proses perumusan perencanaan
pembangunan desa masih sangat kecil. Sehingga apa yang diharapkan akan
terciptanya sinergitas antara Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dan
masyarakat belum dapat diwujudkan dengan maksimal. Dengan demikian dasar
pemikiran yang dapat dipakai dalam hal ini adalah bahwa bilamana kualitas
sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan baik, Maka proses
pembangunan pada seluruh sektor akan dapat pula ditingkatkan.
b. Alokasi Anggaran
Memasuki pelaksanaan otonomi daerah masalah keuangan menjadi penting
dalam suatu daerah, disebabkan karena pengaruhnya yang demikian menentukan
terhadap kompleksitas kelangsungan pembangunan. Pengaruh keuangan
mencerminkan kualitas keberadaan suatu pemerintahan dalam menjalankan
fungsi-fungsi kenegaraannya, Apabila keberadaan keuangan daerah semakin baik,
maka kedudukan pemeritah dalam menjalankan keorganisasian daerah baik dalam
melaksanakan urusan pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat
maupun dalam melaksanakan kegiatan pembangunan akan bertambah stabil.
Sebalikknya suatu pemerintahan akan menghadapi problema pelik dalam
memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan jika tidak
didukung oleh kondisi keuangan yang baik pula.
Dengan diserahkannya segala sumber-sumber pembiayaan bagi kelancaran
tugas pemerintah daerah, Maka pemerintah daerah harusnya dapat membiayai
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sendiri semua kebutuhannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan
pembangunan didaerannya. oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai
suatu anggaran belanja sendiri yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan daerahnya. mengingat Kabupaten Jeneponto sebagai Kabupaten
dengan kondisi keuangan yang tidak stabil tentu kondisi ini berimbas pada proses
keberlangsungan dan kelancaran pembangungan di Kabupaten Jeneponto. hal ini
disebabkan karena penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Jeneponto yang sangat minim, sehingga masih sangat tergantung dari bantuan
pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah.
D. Upaya Bappeda dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jeneponto
Pembagunan merupakan sebuah keharusan pada setiap daerah, oleh karena
pembanguan adalah langkah efektif bagi setiap daerah dapat meciptakan tatanan
pemerintahan yang stabil, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan politik,
yang kesemua ini tentunya untuk kepentingan masyarakat yang ada pada daerah
tersebut. Begitu  pula di Kabupaten Jenepnto tetapi dalam penelitian ini, peneliti
hanya akan menguraikan bagaimana upaya-upaya Bappeda dalam pembangunan
desa di Kabupaten Jeneponto. Upaya Bappeda dalam hal pembagunan desa
diuraikan oleh Bapak Sulaiman Natsir, bahwa strategi kebijakan  yang harus
ditempuh meliputi antara lain4:
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
Meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional sesuai dengan
potensi daerah melalui optimalisasi sumber daya manusia, hal ini dapat dilakukan
4 Ibid.
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dengan peningkaan sarana pendidikan, dan pelatihan. tidak hanya berorientasi
pada program pembangunan sektoral yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, tetapi juga berorientasi pada program-program kemasyarakatan dan
kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam
proses pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto. diharapkan pendidikan, dan
pelatihan akan menjadi pedoman utama mencapai masyarakat Jeneponto yang
sejahtera dan bermartabat sehingga mampu sejajar dengan daerah-daerah maju
lainnya.
Adapun upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu
meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa, meningkatkan
produktivitas komoditas unggulan, memperbaiki kinerja usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi, memperkuat kelembagaan pemerintah, mengurangi
tingkat pengangguran, dan  memperbaiki kualitas hidup penduduk miskin
b. Meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah
Keuangan daerah merupakan tulang punggung pembangunan daerah, oleh
karena itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang didanai dari dan atas beban APBD. Seluruh penerimaan dan
pengeluaran pemerintahan daerah beik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa
pada tahun anggaran yang berkenaan harus diselenggarakan dalam APBD.
APBD sebagai rencana keuangan tahunan menggambarkan semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.
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Selain sebagai rencana keuangan tahunan, APBD berfungsi sebagai instrument
dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, agar APBD
berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara
pemerintahan daerah agar mengambil langkah-langkah untuk memenuhi prinsip
dan kebijakan penyusunan APBD dalam meningkatkan dan memaksimalkan
keuanggan daerah sebagai berikut:
1. Perimbangan keuangan daerah yang lebih adil dan proporsional.
2. Pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam menggali
sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya disektor pajak dan
disektor pendapatan bukan pajak.
Selain hal tersebut diatas, Upaya Bappeda dalam hal pembagunan desa diuraikan
oleh beberapa Kepala desa sebagai berikut:
a. Berpartisipasi dalam Musrembang Desa
Parsipasi masyarakat merupakan kontribusi yang sangat penting dalam
pembangunan desa, masyarakat dapat mengidentifikasi program yang menjadi
kebutuhannya. oleh karena itu keterlibatan masyarakat menrupakan syarat utama
dalam pembangunan.
Bappeda sebagai perangkat pemerintah seharusnya mendorong dan
mengoptimalkan peranan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan
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didaerah. adapun peranan Bappeda dalam musrembang desa di uraikan dalam
hasil wawancara dengan bapak M.Tahir Sukku sebagai berikut:
Pelaksanaan pembangunan merupakan tanggungjawab pada setiap desa oleh
karena itu setiap desa dalam melaksanakan pembagunan tesebut diawali
dengan Musrembang yang dilakukan oleh setiap desa. Dalam mensukseskan
pelaksanaan Musrembang tersebut bappeda ikut serta didalam melakukan
sosialisasi dan pengawasan.5
Selanjutnya bapak Jamaluddin memaparkan sebagai berikut:
Musrembang desa merupakan wadah untuk merancang dan menetapkan
rencana pembangunan desa dimana setiap pelaksanaannya melibatkan
seluruh perangkat-perangkat desa serta semua masyarakat dan unsur
Bappeda sebagai wakil pemerintah daerah memberikan pengarahan jalannya
musrembang desa.6
Oleh karena itu untuk lebih jelasnya bagaimana partisipasi Bappeda dalam
Musrembang desa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 1
Pernyataan Responden Terhadap Partisipasi BAPPEDA
dalam Musrembang Desa
No. Kategori Frekuensi Persentase
1 Sering 12 80%
2 Jarang 2 13.33%
3 Tidak Pernah 1 7%
Jumlah 15 100%
Berdasarkan tabel 1 diatas tergambar bahwa 12 atau 80%  responden
menjawab kategori sering, kemudian 2 atau 13,33% menjawab kategori jarang
5 Tahir Sukku Kepala Desa Gunung Silanu, wawancara, di Jeneponto pada tanggal, 4
Januari 2012
6 Jamaluddin Kepala Desa Langkura, wawancara, di Jeneponto pada tanggal, 5 Januari
2012
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dan 1 atau 7% menjawab kategori tidak pernah. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa partisipasi Bappeda dalam pelaksanaan Musrembang telah maksimal yang
ditandai dengan jawaban kategori sering.
b. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait pelaksanaan Musrembang
untuk efektifitas peranan masyarakat desa dalam rangka mensukseskan,
pelaksanaan Musrembang, maka langkah selanjutnya Bappeda adalah melakukan
sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan Musrembang tingkat desa, hal
ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Adapun upaya Bappeda dalam hal sosialisasi pelaksanaan musrembang
pada tingkat desa diuraikan oleh bapak H. Nanrang berdasarkan hasil wawancara
dibawah ini sebagai berikut:
Dalam hal Musrembang oleh aparatur Bappeda sudah berperan aktif
memberikan pengawasan yang dilaksanakan di tingkat desa maupun tingkat
kecamatan, Namun dari segi sosialisasi belum maksimal kepada
masyarakat.7
Lain halnya dengan apa yang diuraikan oleh bapak Syamsuddin, S. Pd.I.
berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:
Peran serta bappeda dalam pelaksanaan musrembang belum maksimal oleh
karena aparatur kurang intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terkait dengan pengusulan kebijakan yang sifatnya top-down. Belum lagi
hasil Musrembang desa yang telah ditetapkan kurang mendapat perhatian
pada wilayah pengawasan.8
Selanjutnya untuk melihat bagaimana sosialisasi dan pengawasan Bappeda
terkait pelaksanaan Musrembang desa dapat dilihat sebagai berikut:
7 H. Nanrang, Kepala Desa Lebang Manai, wawancara, di Jeneponto pada tanggal, 5
Januari 2012




Pernyataan Responden Terhadap sosialisasi dan pengawasan dalam
Musrembang Desa
No. Kategori Frekuensi Persentase
1 Sering 11 73,33%
2 Jarang 3 20%
3 Tidak Pernah 1 7%
Jumlah 15 100%
Berdasarkan tabel diatas dapat di  pahami bahwa 11 atau 73, 33%
responden yang menjawab kategori sering kemudian 3 atau 20% menjawab
kategori jarang dan 1 atau 7% menjawab kategori tidak pernah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bappeda dalam melakukan
sosialisasi dan pengawasan terkait pelaksanaan Musrembang cukup efektif oleh





Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang
“pembangunan desa” di Kabupaten Jeneponto, Maka dapat disimpulkan beberapa
hal, yaitu :
1. Peranan Bappeda dalam pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto telah
berjalan seseuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor No 25 tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (SPPN) dengan
kewenangan meliputi empat hal, yaitu penyusunan rencana, penetapan
rencana, pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana dan evaluasi
pelaksanaan rencana.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa di
Kabupaten Jeneponto adalah Alokasi anggaran dan sumber daya manusia.
Kemudian upaya Bappeda dalam pembangunan Desa adalah Partisipasi
Bappeda dalam Sosialisasi Musrembang dan Pengawasan hasil
Musrembang tingkat desa.
B. Saran-saran
1. Agar penerapan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto
dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan demi terciptanya
kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih
serius dalam meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya sektor pajak
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yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah sehingga
dapat meningkatkan kwalitas pembangunan daerah.
2. Pemerintah hendaknya melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses
perencanaan pembangunan untuk mencapai efektifnya perencanaan
pembangunan desa di Kabupaten Jeneponto, sehingga pola pelaksanaan
perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, khususnya di
Kabupaten Jeneponto.
3. Apabila dalam pelaksanaan Musrembang dilakukan dengan baik oleh
pemerintah daerah, maka hasilnya pasti baik, tetapi karena sikap tidak
percaya masyarakat terhadap hasil pelaksanaan musrembang sehingga
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